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Ratusan Paket Tak Sesuai Volume

TEMUAN BPK
ATAS BELANJA

MODAL

TA 2019

SEMARANG, Radar Semarang-
Badan Pemeriksaan Keuangan
(BPK) Perwakilan Jawa Tengah
masih menemukan sejumlah
permasalahan atas belanja mo-
dal bidang infrastruktur Tahun
Anggaran (TA) 2019 pada sejum-
lah pemerintah daerah (pemda).
Mulai kekurangan volume paket
pekerjaan hingga kelebihan pem-
bayaran. v

Hal tersebut mencuat saat pe-
nerimaan Laporan Hasil Peme-
riksaan (LHP) atas belanja modal
bidang infrastruktur TA 2019
dari BPK Perwakilan Jateng ke-
pada sebelas pemda.

Kesebelas Pemda tersebut ada-
lah Kota Semarang, Kabupaten
Rembang, Kabupaten Sukohar-
jo, Kabupaten Wonogiri, Kabu-
paten Sragen, Kabupaten Kebu-
men, Kabupaten Cilacap, Kabu-
paten Banjarnegara, Kabupaten
Pemalang, Kabupaten Batang,
dan Kabupaten Kendal. LHP

# Kekurangan volume pekerjaan pada
171 paket pekerjaan senilai Rp 8,986 mliar.

_sembilan pemda,

» Tidak sesuai spesifikasi teknis pada
43 paket senilaiRp 5,645 millar di L

@ Pekerjaan tidak selesai tepat waktu dan
belum dikenakan denda keterlambatan

I NFRASTR U KTU R minimal Rp 666 juta dan kekurangan

penerimaan atas jaminan sebesar

' ® BPK merekomendasikan kepala
daerah untuk memerintahkan pengguna

~ anggaran (kepala OPD) memproses
dan mempertanggungjawabkan
kelebihan pembayaran atas pekerjaan
tak sesuai volume.

® Memerintahkan pengguna anggaran
mencairkan jaminan pelaksanaan
sebesar Rp 520 juta untuk

Rp 520 juta pada lima pemda. disetorkan ke kas daerah.
(sumber BPK Perwakilan Jateng)

temgbut diserahkan Kepala l->er-' tahkan para PenggunaAnggaran  Jawa Tengah, Sasetya Bayu Efen-
wakdlan (Kalan) BPK Provinsi - (Kepala Organisasi Perangkat i meminta sejumlah rekomen-
Jateng Ayub Amali kepada se- Daerah) untuk memprosesdan  dasi BPK tersebut untuk segera
jumlah kepala daerah dan pim- mempertanggungjawabkanke-  dilaksanakan. Menurutnya, ada
pinan DPRD yang hadir. lebihan pembayaran,’kataAyub  potensi korupsi apabila terus di

Kalan BPK ProvinsiJatengAyub gl dalam rilisnya Rabu (8/1).  abaikan. Pihaknya juga berjanji
Amali mengatakan, masih me- Termasuk potensi lebih bayar  akan memantau sejumlah re-
nemukanadanyabeberapaper-  gtas pekerjaanyangtidaksesuai  komendasi BPK tersebut.
masalahan. Diantaranya seper- volume dan tidak sesuai spesifi-  “Kami akan turunkan tim di11
ti terdgpat kekurangan volume kasi teknis. Dengan demikian,  Pemda tersebut, tujuannya agar
pekerjaanpada 171 paketpeker-  pinaknya kembalimerekomen-  proyek pemerintah tidak disa-
jaan senilai mencapai Rp 8,986 qaikan agarkepaladaerahme-  lahgunakan dan bermanfaat
mlha.lr. Dl. mana tidak sesuai merintahkan Pengguna Angga-  untuk kepentingan rakyat! tan-
spesifikasi teknis pada 43 paket ran memroses dan memper-  dasnya. (jks/zal)
pekerjaan senilai Rp 5,645 miliar :
di sembilan Pemda. tanggtlmg]awabkan kekurangan

Selain itu, pekerjaan tidak se- ~ Penerimaan daerah atas peker-
lesai tepat waktu yang belum 341 yang tidakselesai dikerjakan
dikenakan dendaketerlambatan ~ tepatwakiu s
minimal sebesar Rp 666,53 juta Kemudian mencairkan jami-
dan kekurangan penerimaan atas nan pelaksan?an sebesar Rp 520,62
jaminan pelaksanaan sebesar Rp juta untuk disetorkan kelfas da-
520,62 juta pada lima Pemda. erah. Sedangkan pemeriksaan

“Atas temuan-temuan tersebut, atas belanja modal bidanginfra-
kami merekomendasikan kepa- strukdur ini, merupakan peme-
dakepala daerah agar memerin- riksaan yang kamilakukan pada
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semester I tahun 2019,"jelasnya.
Terpisah, Sekretaris Komunitas
Pemerhati Korupsi (Kompak)




